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MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

PROGRAM PASCA SARJANA STRATA 2 (S2)

MAGISTER ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH (MAPD)

DI SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk membentuk dan mengembangkan kader pimpinan pemerintahan dalam negeri yang profesional dan akademis perlu diatur Program Pasca Sarjana Strata 2 (S2) Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) di STPDN;

b.
bahwa pengaturan Program tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat
:
1.
Undang ‑ undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan~ Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3047);

2. Undang ‑ undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‑pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 429‑373 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 429‑373 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Memperhatikan
:
Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3765/IV/T/2000 tanggal 20 Oktober 2001 tentang persetujuan pembukaan Magister Administrasi Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PROGRAM PASCA SARJANA STRATA 2 (S2) MAGISTER ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH (MAPD) DI SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Di STPDN dibentuk Program Strata 2 (S2) Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) yang merupakan pelaksana pendidikan akademis dipimpin oleh seorang Direktur;

(2) Program Strata 2 (S2) Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) sebagaimana tersebut pads ayat (1) berkedudukan di Kampus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN);

(3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STPDN.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Program Strata 2 (S2) Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) sebagaimana tersebut pada Pasal 1, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan Pasca Sarjana Strata 2 (S2) Magister Administrasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal, 2, Program Pasca Sarjana Strata 2 (S2) Magister Pemerintahan Daerah (MAPD) mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan pelaksanaan pendidikan;

b. penyelenggaraan penyaringan calon mahasiswa;

c. pengembangan penyelenggaraan program pendidikan;

d. fasilitasi pengembangan kemampuan profesional dan akademis tenaga pendidik;

e. Pengadministrasian serta pengarsipan data dan informasi kemahasiswaan;

f. Penyusunan laporan hasil . pendidikan program Pasca Sarjana MAPD sesuai dengan peraturan perundang‑undangan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi Program Pasca Sarjana Strata 2 (S2) Magister Pemerintahan Daerah (MAPD) terdiri dari :

a. Direktur;

b. Asisten Direktur Bidang Akademik;

c. Asisten Direktur Bidang Administrasi;

d. Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan;

e. Bagian Administrasi Akademik;

f. Bagian Administrasi Keuangan;

g. Bagian Administrasi Umum;

h. Bagian Administrasi Kemahasiswaan.

Pasal 5

(1) Direktur sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a memimpin pelaksanaan dan pengelolaan Program Pasca Sarjana Strata 2 (S2) Magister Pemerintahaan Daerah (MAPD).

(2) Asisten Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Direktur memimpin penyelenggaraan kegiatan program pendidikan, mengkoordinasikan pengembangan program pendidikan dan kurikulum, memfasilitasi pengadaan sarana belajar mengajar, mengadakan koordinasi dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian mahasiswa, pembimbingan penulisan thesis, serta mengakreditasi mahasiswa/calon peserta ujian, serta melaksanakan tugas‑tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(3) Asisten Direktur Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Direktur, memimpin penyelenggaraan kegiatan administrasi pendidikan, mengelola administrasi umum, kearsipan dan pelaporan, serta melaksanakan tugas‑tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(4) Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Direktur memimpin penyelenggaraan program pendidikan, mengkoordinasikan penyaringan calon mahasiswa baru, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan kemahasiswaan lainnya, menjembatani penyelesaian masalah kemahasiswaan, serta melaksanakan tugas‑tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(5) Setiap Asisten Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4), dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 6

(1) Bagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dan pengkajian masalah pemerintahan, pengembangan tenaga edukatif serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;

(2) Bagian Administrasi Akademik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Direktur, melalui Asisten Direktur Bidang Akademik.

Pasal 7

(1) Bagian Administrasi Kéuangan mempunyai tugas menyusun anggaran, melaksanakan urusan perbendaharaan, pembukuan, perhitungan, dan verifikasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;

(2) Bagian Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Direktur, melalui Asisten Direktur Bidang Administrasi.

Pasal 8

(1) Bagian Administrasi Umum mernpunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, penyusunan laporan, pertangung jawaban serta melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan;

(2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Direktur, melalui Asisten Direktur Bidang Administrasi.

Pasal 9

(1) Bagian Administrasi Kemahasiswaan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan mahasiswa, menyelenggarakan pembinaan spiritual agama mental kejuangan serta menanamkan nilai‑nilai etis kepamongan dan kepemimpinan, menegakkan kedisiplinan dan membina kesadaran hukum di lingkungan mahasiswa, serta mengembangkan sifat‑sifat kepemimpinan kepemerintahan yang kritis, demokratis, memiliki loyalitas tinggi, mengembangkan kreativitas dan kepekaan sosial, serta melaksanakan tugas‑tugas lain yang diberikan pimpinan;

(2) Bagian Administrasi Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Direktur, melalui Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

(1) Pembinaan umum program Pasca Sarjana Strata 2 (S2) Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) adalah Menteri Dalam Negeri;

(2) Penanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan program Pasca Sarjana Strata 2 (S2) Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) adalah Ketua STPDN yang dibina oleh Tim Pengarah;

(3) Tim Pengarah terdiri dari Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kepala Biro Organisasi Humas dan Protokol, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri;

(4) Pelaksana, pengelola, dan pemimpin program Pasca Sarjana Strata 2 (S2) Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) adalah Direktur yang dibantu oleh para Asisten Direktur dan para Kepala Bagian. Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, keterpaduan serta keseraslan tugas dalam lingkungannya.

Pasal 11

(1) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing‑masing serta menyampaikan laporan pelaksanaannya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana tindak lanjut serta penetapan kebijakan teknis.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 12

Kurikulum dan Proses Belajar Mengajar ditetapkan dengan Keputusan Ketua STPDN sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang bedaku setelah memperoleh pertimbangan dari Senat.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1)
Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negerl sesual dengan Peraturan Perundang‑undangan yang berlaku, dengan memperhatikan usul Ketua STPDN dari PNS yang memenuhi syarat.

(2)
Persyaratan dan kriteria kepangkatan pengangkatan dalam jabatan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Ketua STPDN setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Tim Pengarah.

BAB VII

PEM BIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini , dibebankan kepada anggaran penyelenggaraan program Pasca Sarjana Strata 2 (S2) Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD).

BAB VIII

KETENTUAN PENUYUP

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

pada tanggal : 29 Januari 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

HARI SABARNO

LAMPIRAN 
:
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
:
4 TAHUN 2003
TANGGAL
: 
29 Januari 2003

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM PASCA SARJANA STRATA 2 (S2)

MAGISTER ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH (MAPD) DI STPDN



















MENTERI ALAM NEGERI,

            HARI SABARNO

Keterangan :
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________ Hubungan Komando Struktural
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